
DAFTAR PUSTAKA  

A. Buku  

Abdullah, Rozali. 1994. Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara. Jakarta : 

Raja Grafindo Persada.  

Ali, H. Zainudin. 2009. Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Sinar Grafika. 

Atmosudirjo, Prajudi. 1981. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Ghalia 

Indonesia. 

Budiarjo, Miriam. 1998. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia Pustaka.   

Hadjon, Prof. Dr. Philipus M. 1995. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. 

Yogyakarta : Gajah Mada University Press.  

Harsono, Boedi. 2007. Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan 

Undang-Undang Pokok  Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Jakarta: 

Djambatan.  

HR, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Raja Grafindo 

Persada.   

Indroharto. 1993. Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara. Jakarta : Pustaka Harapan.  

Koesoemahatmadja, Djenal Hoesen. 1983. Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha 

Negara. Bandung : Penerbit Alumni.  

Kosnoe, Moh. 1996. Kedudukan dan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Menurut 

UUD 1946. Jakarta : Varia.   

Lubis, M. Yamin dan Abd. Rahim Lubis. 2004. Beberapa Masalah Aktual 

Hukum Agraria. Medan: Pustaka. Bangsa Press.  

Marbun. 1997. Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Adminisrasi di 

Indonesia. Yogyakarta : Liberty.   

Marzuki, Peter Mahmud. 2016. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada 

Media Grup.  

Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung : Rosdakarya.  

Muliawan. 2009. Pemberian Hak Milik untuk Rumah Tinggal. Jakarta : Cerdas 

Pustaka.  



Nitibaskara, Tubagus Ronny Rahman. 2002. Paradoksal Konflik dan Otonomi 

Daerah. Jakarta : Sinar Mulia.   

Prakoso, Djoko dan Boediman. 1985. Eksistensi Proma Sebagai Pelaksana 

Mekanisme Fungsi Agraria. Jakarta: Ghalia Indonesia.  

Sadjino. 2011. Pokok Hukum Adminstrasi. Yogyakarta : LaksBang.  

Saleh, Imam Anshori. 2014. Konsep Pengawasan Kehakiman. Malang : Setara 

press.   

Setisrdja, Gunawan. 1990. Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan 

Masyarakat Indonesia. Jogjakarta : Kanisius.  

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 1982. Penelitian Hukum Normaitf Suatu 

Tinjauan Singkat.  Jakarta : CV Rajawali.  

Soekanto, Soerjono dan Sri Mmudji. 2018. Penelitian Hukum Normatif, 

Cetakan ke-18. Depok : Rajawali Pers.  

Sumarjono, Maria S W. 2005. Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan 

Implementasi. Jakarata : Kompas.  

Syafarudin, Ateng. 2000. Menuju Penyelenggara Pemerintah Negara yang 

Bersih dan bertanggungjawab. Bandung : Universitas Parahyangan.  

Tjandra, W. Riawan.  Fungsi Peradilan Tata Usaha negara dalam Mendorong 

Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (Yogyakarta : 

Disertasi Fakultas Hukum UGM.  

Tjandra, W. Riawan. 2009. Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong 

terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa. Yogyakarta : 

Universitas Atma Jaya. 

Tjandra, W. Riawan. 2015. Teori dan praktik Peradilan Tata Usaha Negara. 

Yogyakarta : Atma Jaya Press.  

Wantu, Fence M. 2014. Hukum Acara Peradilan tata Usaha Negara, Gorontalo 

: Reviva Cendikia.  

Yosua, Suhanan. 2010. Hak Atas Tanah Timbul.  Jakarta: Restu Agung.  

 

B. Peraturan Perundangan-Undangan Nasional  

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. 



________. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman.  

________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria. 

________. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata 

Usaha Negara.  

________. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan.  

________. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah.  

 


